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Rumah tidak bersusun adalah kelompok rumah yang
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hingkun hunian
yang terdiri dari lebih dari 5 (lima) kavling
Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,
baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan
merupakarn satuan-satuan yang masing-masing dapat
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk
tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama.
Rumah dan Toko atau Rumah dan Kantor selanjutn
disebut Ruko/Rukan adalah gedung komersial yang
diperuntukkan untuk fungsi toko/kanior dan kegiaian
komersial lainnya yang juga sekaligus merangkap rumah.
Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara
perumalian dan pemukimarii.
Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang
disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi
sellap orang lanpa membedakan agama dan golongan,
yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota
atau ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
Rencana Induk (master plarj adalah rencana umuin yang
mengatur peletakan blok fungsi kegiatan pada satu
kawasan.
Rencana Induk dan/aiau rencana Tapak (site planj
adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai
ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan
suatu proyek yang teiah disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan
Keputusan Walikota untuk memproses penyerahan PSU
kawasan pert..._ahan kepada Pemc__1tah Kota.

) ac 1 :
siap untuk dimanfaaitkan kegiatan pembangunan di

atasnya.







29. Koefesien Daerah Hijau, yang selanjutnya disebut KDH
adalah angka prosentase perbandingan antara luas
ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi
pertamanan/penghijauan dengan luas tanah/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang

dan tata bangunan yang ada.

BAB II
AS"~ TAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2
Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di
Kota :pok dilaksanakan berdasarkan asas :
keterbukaan,;
akuntabilitas;
kemanfaatan,
kepastian hukum;

keberpihakan; dan

™o a0 TP

keberlanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di
Kota Depok dilaksanakan dengan tujuan yaitu :
a. menjamin ketersediaan PSU pada perumahan dan
permukiman.
b. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan
PSU pada perumahan dan permukiman;
c. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan
fasilitas sosial atau umum baik bagi warga pemilik

perumahan, pemerintah dan pengembang.

BAB III
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
d
Perumahan dan Permukiman terdiri atas:
a. perumahan tic < bersusun;d

b. rumah susun dan ruko/rukan.
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(3)

(4)

PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan
dalam bentuk :
a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas;

dan
D. tanah siap bangun untuk sarana.
Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dinyatakan
secara tertulis didalam rencana induk/ stiepiar.

Pasal 7

g Perumahan dan Pemukiman dalam

penyediaan utilitas seb: i1imana dimaksud dalam :
a. Pasal 5 huruf ¢ angka 1 sampai dengan angka 3
berkoordinasi dengan instansi terkait;
b. Pasal 5 huruf ¢ angka 4 berkoordinasi dengan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Pengembang Perumahan dan Pemukiman tidak wajib
menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila instansi yang
membidangi tidak dapat menyediakan  jaringan
primernya.
Pasal 8
Penyediaan PSU serta luasannya ditetapkan dan
dinyatakan dalam rencana induk dan/atau ren 1a
tapak yang disahkan oleh Waliko atau Pejabat yang
ditunjuk.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
berlaku untuk sarana pemakaman/tempat pemakaman
yang berada di luar lokasi perumahan dan permukiman.
Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak y: g
telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Kelurahan.
Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang ° :rsifat

terbuka dan dapat diakses 0 1 wi 1 lik {

FS

pada perumahan dan permukiman.
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(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pengembang dilarang mempublikasikan:

a. rencana induk dan/atau rencana tapak yang belum
disahkan; dan

b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak

sesuai dengan yang telah disahkan.

Pasal 9

Perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak yang
berdampak terhadap penyediaan prasarana dan utilitas
harus mendapat persetujuan 50% (lima puluh persen)
dari warga pemilik bangunan pada perumahan dan
permukiman.

Persetujuan warga pemilik perumahan menjadi syarat
izin perubahan rencana induk dan/atau rencana taj

perumahan dan permukiman.

Bagian Ketiga
Penyediaan PSU
Paragraf 1
Persentase Penyediaan PSU
Pasal 10

Pengembang perumahan tidak bersusun  wajib

menyediakan PSU paling sedikit 40% (empat puluh

persen) dari keseluruhan luas lahan.

Dalam penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai
sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
angka 1 sampai dengan angka 5;

b. 2% (dua persen) dipergunakan sebagai -ana TPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
angka 8;

c. paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai
sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf b angka 9; dan

1t

a — - -

dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas.
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(2)

(1)

b. untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari50
Ha (lima puluh hektar), penyediaan sarana TPU
dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan;

c. Untuk penyediaan sarana TPU dilakukan di luar
lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
atau rencana detil tata ruang dengan tidak
mengurangi kewajibannya untuk menyediakan lahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas sebesar paling sedikit
40% (empat puluh persen) dilokasi pert. ahan dan
pemukiman yang akan dibangun;

d. penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada

huruf ¢, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

(2% x Luas lahan perumahan x NJOP Lokasi Perumahan)
NJOP Tanah Makam

penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada
Pasal 11 ayat (4), menggunakan perhitungan sebagai
berikut :

(2% x Luas lantai bangunan x NJOP Perumahan)
NJOP Tanah Makam

Paragraf 3
Penyediaan Sarana RTH

Pasal 14

Penyediaan sarana RTH untuk rumah tidak bersusun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c,

berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pengembang perumahan dan permukiman rumah
tidak bersusun wajib menyediakan lahan RTH di
dalam lokasi perumahan dan permukiman;

b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka
penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan
pengganti di luar lokasi perumahan;

c. Luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut:

% n—-RTH

wuur runun Fengganua
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(2)

(1)

(2)

(3)

Penyediaan sarana RTH untuk rumah susun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b,
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pengembang perumahan dan permukiman rur
susun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi
peumahan dan permukiman;

b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka
penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan
pengganti di luar lokasi perumahan;

c. Luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut:

(20% x Luas lahan perumahan-RTH Perumahan) x NJOP Perumahan

vwOP Tanah Pengganti

Paragraf 4

Penyediaan Sarana Peribadatan

Pasal 15

Pengembang perumahan  tidak bersusun  wajib
menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang
strategis di dalam lokasi perumahan.

Pengembang rumah susun wajib menyediakan lal n

untuk sarana ibadah yang layak dengan luasan yang

memadai.

Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 ha

(satu hektar) tidak wajib menyediakan lahan untuk

sarana ibadah dengan syarat :

a. terdapat rumah ibadah diluar perumahan atau
pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500m (lima
ratus meter};

b. rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a
dapat diakses oleh warga _ mnilik bangunan
pert..__ahan dan pe  ukiman.

Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dengan jumlah kurang dari 100 (seratus) unit

tidak wajib menyediakan lahan tuk sa a :
dengan syarat :

a. Terdapat sarana ibadah diluar perumahan atau
pemukiman dengan jarak tidak lebih ~J)0Om (lima ratus

meter);
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

b. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a
dapat diakses oleh warga pemilik bangunan
perumahan;

c. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud ps huruf a
diperkirakan dapat menampung warga di dalam
perumahan atau pemukiman.

Paragraf 5
Penyediaan Sarana Pendidikan
Pasal 16

Pengembang perumahan tidak t sust_..  dengan luas
lahan diatas 10 ha wajib menyediakan sarana pendidikan
dasar terbangun di lokasi perumahan.
Pengembang rumah susun dengan kapasitas 500 (lima
ratus) unit atau lebih, wajib menyediakan sarana
pendidikan dasar terbangun di dalam atau di luar
*dung, “"lo  :ru
Apabila  penyediaan sarana  pendidikan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat
disediakan di dalam lokasi perumahan, maka
pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan
sarana pendidikan dasar kepada sekolah dasar yang
berada di sekitar perumahan dengan membangun ruang
kelas baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar
penghuni perumahan dimaksud.
. endidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Sekolah Das: atau Madrasah Ibtidaiyah.
Paragraf 6
Pembangunan Prasarana dan Utilitas
Pasal 17
Pengembang wajib membangun prasa 1a dan utilitas
sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak
yang telah disahkan.

1

Pembangunan prasai a dan utilitas peru: dan
permukiman sesuai rencana induk d: 1

tapak, dapat dilakukan:

a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan

dilakukan bertahap; atau
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c. daftar dan gambar Rencana Induk dan/atau i
Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis, luasan dan
ukuran prasarana dan utilitas yang akan diserahkan

kepada Pemerintah Kota.

(7) Berita Acara Serah Terima Fisik prasarana dan utlitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4]} huruf b, paling

sedikit memuat :

a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;

b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek

yang diserahkan.

(8) Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf b, harus

dilampirkan :

a. daftar dan gambar rencana induk des tapak :
menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran pr¢ irana dan

utilitas yang diserahkan;

b. berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan
terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana

dan utilitas yang diserahkan;

c. surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan
prasarana dan utilitas oleh pengembang kepada

Pemerintah Kota;

d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang
peruntukannya sebagai prasarana dan utilitas yang

akan diserahkan kepada Pemerintah Kota;

e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada
huruf d belum selesai, maka penyerahan te ‘but
disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah
di Kantor Pertanahan Kota Depok atas biaya

pengembang.
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(4)

(1)

(2)

Paragraf 3
Penyerahan Tahap II
Pasal 27

Penyerahan Tahap II dilakukan:

a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa
pemeliharaan prasarana dan utilitas oleh
pengembang; dan

b. sesuai dengan rencana Induk dan/atau rencana tapak
yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota.

Untuk pengembang perumahan dan permukiman yang

akan melakukan perluasan, penyerahan tahap II

dilakukan sebelum pengesahan perubahan rencana

induk dan/atau rencana tapak.

Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil

pemeriksaan Tim Verifikasi.

Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana yang

dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara

serah terima fisik dengan berpedoman pada ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyerahan
Paragraf 1
Tata Cara Penyerahan Tahap I

Pasal 28

Penyerahan PSU dalam tahap I, n iputi :

a. penyerahan sarana; dan

b. penyerahan administrasi prasarana dan utilitas.

Tata cara penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi :

a. pengembang mengajukan surat permohonan
penyerahan PSU yang ditujukan kepada Walikota;

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilengkapi dengan dokumen yang akan
n 1jadi b: ‘an “airi lampiran berita acara serah
terima sarana dan Dberita ac © 1 terin
¢ ' ninistrasi prasarana dan utilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24;
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(3)

(4)

e.

tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan

instrumen penilaian.

Tata cara pelaksanaan penyerahan PSU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan
umum, teknis dan administrasi;

tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan
penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas;

tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan
dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas,
serta merumuskan PSU yang layak atau tidak layak
diterima;

PSU yang tidak layak diterima diberikan kesempatan
kepada pengembang untuk melakukan perbaikan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan
pemeriksaan;

hasil perbaikan PSU sebagaimana dimaksud pada
huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian
kembali;

PSU yang layak diterima dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada
Walikota ;

Walikota menetapkan PSU yang diterima;

tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah
terima, penetapan jadwal penyerahan dan OI _ y r
berwenang mengelola; dan

penandatanganan berita acara serah terima PSU
dilakukan oleh pengembang dan Walikota dengan
melampirkan daftar PSU, dokumen teknis dan

administrasi.

Tata cara pasca penyerahan PSU, meliputi:

a.

b.

C.

Walikota menyerahkan PSU kepada OPD yang

berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3

(tiga) bulan setelah penyerahan PSU dilaksanakan,;

Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan
I : n Mil

(DBMD);

OPD yang menerima asset PSU melakukan pencatatan

ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
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(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

d. OPD yang menerima asset PSU menginformasikan
kepada warga pemilik perumahan mengenai PSU yang
sudah diserahkan oleh pengembang.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Pertama

Umum

Pasal 30

Pemerintah Kota  berwenang untuk  melakukan

pengelolaan PSU yang telah diserahkan oleh pengembang

kepada Pemerintah Kota.

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan

pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat

dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Kota melakukan kerjasama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik

dan pendanaan PSU menjadi tanggung jawab pengelola.

Pengelola PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

tidak dapat merubah peruntukkan PSU.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 31

Pemerintah Kota dapat memanfaatkan PSU sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang

memenuhi ketentuan :

a. perubahan kondisi alam;

b. force majeur (bencana alam);

c. program Pemerintah; atau

d. persetujuan warga pemilik.

Pasal 32

Warga pemilik perumahan dapat memanfaatan PSU

disesuaikan der _ 1 1 1a it 1

Tapak dan atas izin Pemerintah Kota

Pemanfaatan PSU berdasarkan azas kepentingan warga

pemilik perumahan.
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(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

Jika dalam 1 (satu) bulan surat kedua pengembang juga
tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat
permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka
Pemerintah Kota menyampaikan surat permintaan yang
ketiga dan terakhir kepada pengembang untuk
penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota.
Jika dalam 1 (satu) bulan surat ketiga pengembang juga
tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat
permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka
Pemerintah Kota menetapkan bahwa pengembang tidak
sanggup memperbaiki/memelihara PSU yang dimaksud
dan pemerintah berhak mengambil alih PSU tanpa
pelepasan hak dari pengembang.
Pemerintah Kota membuat Berita Acara Serah Terima
Fisik dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola
barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke
dalam Daftar Barang Milik Daerah.
Walikota menyerahkan prasarana dan sarana yang telah
diserahkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang
berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan
sarana dimaksud.
Pemerintah Kota memperbaiki/memelihara PSU
dimaksud Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau surat penetapan tidak
sanggup sebagaimana yang dimaksud ayat (5).
Penyerahan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagaimana din :ssud pada rat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang
Penetapan Status Penggunaan.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima aset
prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam
Daftar Barang Milik Pengguna.

;rah ©
ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota dalam
mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di

Kantor Pertanahan Kota Depok.
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(4)

Pasal 35
Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak
dipelihara serta pengembang tidak diketahui kedudukan
dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada
Pemerintah Kota, maka surat kuasa pelepasan hak atas
tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (6) huruf b dijadikan dasar oleh Pc___zrintah
Kota dalam pembuatan akta Notaris pernyataan
pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan
keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat
permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah
disampaikan oleh Walikota dan setelah diumumkan
dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban
pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana
dimaksud.
Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota untuk
mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di
Kantor Pertanahan Kota Depok.
Dalam hal pengembang yang tidak diketahui kedudukan
dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1)
belum melakukan serah terima administrasi dan atau
tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (6) huruf b, Walikota melalui pejabat yang
ditunjuk membuat berita acara perolehan PSU.
Dalam hal PSU sudah diserahkan kepada pemerintah
kabupaten Bogor sebelum berdirinya Kota Depok, namun
Pemerintah kabupaten bogor tidak memiliki bukti-bukti
administasi serah terima PSU dari pengembang kepas
Pemerintah Kabupaten Bogor maka PSU dimaksud
diproses sebagai dimaksud ayat (4).
Walikota melalui pejabat yar ditunjuk membu
pernyataan asset atas tanah PSU sebagaimana dimal id
pada ayat (4) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak
atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Depok.
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(10)

(1)

Setelah Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan
sertifikat hak atas tanah, Pengelola barang milik daerah
wajib melakukan pencatatan asset atas p; arana dan
sarana ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
Walikota menyerahkan prasarana dan sarana kepada
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang
mengelola dan memelihara prasarana dan sarana
dimaksud setelah Kantor Pertanahan Kota Depok
menerbitkan sertifikat hak atas tanah.

Penyerahan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang
Penetapan Status Penggunaan.

Organisasi Perangkat Daerah yang menerima asset
prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam
Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).

BAB V..
PENGAWASAN DAN PENGEND “ " 1AN

Pasal 36
Walikota berwenang melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban
pengembang dalam menyerahkan PSU pada perumahan
dan permukiman.
Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat
melimpahkan kewenangannya kepada OPD terkait sesuai
tugas dan fungsinya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Walikota .

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF
7

Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam P: 1 8 ayat (5), Pa: | 17,

dikenai sanksi ac_ (nis if ! tul
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(2)

(2)

Pemilik bangunan yang tidak mematuhi peringatan
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam
tenggang waktu masing-masing 7 {tujuh) hari kerja dan
tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan
badan hukum pengembang dalam daftar hitam oleh
tim verifikasi;

b. dipublikasikan kepada warga pemilik perumahan dan
lembaga perbankan;

c. permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi
perumahan;

d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau
kegiatan usaha;

e. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau
kegiatan usaha sebagaimana "‘'mal 1d pada huruf d
adalah penolakan terhadap setiap permohonan
pengajuan IMB yang dilakukan oleh pengembang yang
masuk dalam daftar hitam berdasarkan badan hukum
dan pemilik badan hukum tersebut;

f. pencabutan izin usaha.

Pengenaan sanksi administratif seb: i1imana dimaksud

pada ayat (2} dan ayat (3) tidak menghilangkan tanggung

jawab pemulihan dan pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi
pidana maksimal 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau
denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Selain pidana kurungan dan/atau denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi
pu tambahan berupa pencabutan t  badan

hukum.
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BAB X
PENY 'KAN
Pasal 39

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan berdasarkan

ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

(1)

Pasal 40

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah  Kota  berwenang untuk  melakukan

penyidikan atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah ini.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaim: 1 din ksud

dalam ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan dari seseorang tentang adanya
pelanggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah
ini;

b. memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk
didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau
saksi sehubungan dengan adanya  dugaan
pelanggaran Peraturan Daerah ini;

c. melakukan pemerik an at: kebenaran laporan ¢ u
keterangan berkenaan dengan pelanggaran Peraturan
Daerah ini;

d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau
Badan Usaha yang patut diduga melakukan
pelanggaran Peraturan Daerah ini;

e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau
sarana yang diduga digunakan untuk melakukan
pelanggaran Peraturan Daerah ini;

f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu
yang diduga digunakan sebagai te pat untuk

melakukan pelanggaran Peraturan Daerah inij;
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